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ABSTRAK 

Memorandum of Understanding merupakan salah satu bentuk tahapan pra-kontraktual 

yang sering digunakan pada praktik di Indonesia. Tetapi hukum positif di Indonesia 

belum mengatur mengenai Memorandum of Understanding. Hal inilah yang 

menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat mengenai keabsahan serta kedudukan 

Memorandum of Understanding sebagai tahapan pra-kontrak di Indonesia. Penulis 

dalam tulisan ini akan mengkaji bagaimana bila doktrin promissory estoppel diterapkan 

dalam hukum kontrak di Indonesia, agar dapat memberikan perlindungan bagi pihak 

yang dirugikan pada tahapan pra-kontraktual. Kemudian penulis juga akan mengkaji 

apakah terdapat padanan doktrin promissory estoppel di Indonesia. Hal ini berdampak 

pada dasar apa yang akan digunakan apabila terjadi sengketa pra-kontraktual. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan pustaka, mengikat atau tidaknya 

Memorandum of Understanding sangat tergantung pada substansinya. Apabila sebuah 

Memorandum of Understanding telah memenuhi rumusan tertentu pada Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan prestasinya terukur maka dapat 

mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Untuk Memorandum of 

Understanding yang tidak memenuhi rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan prestasinya tidak terukur tidak dapat mengajukan gugatan 

wanprestasi. Promissory estoppel dapat memberikan solusi terhadap hal ini, tetapi 

haruslah dibentuk pengaturan yang serupa di hukum Indonesia. 

 

Kata Kunci: Memorandum of Understanding, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Promissory Estoppel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini, tidak dapat dihindari bahwa seluruh aspek dalam 

kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan perjanjian, terutama bagi mereka 

yang berhubungan dengan dunia bisnis. Perjanjian merupakan sumber dari adanya 

hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain 

dalam bidang harta kekayaan.1 Perjanjian hanya dapat diadakan oleh subjek hukum, 

yang mana hal ini merupakan tindakan hukum yang sifatnya privat. Bagian hukum 

privat antara lain hukum perdata, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) dan hukum dagang dalam Kitab Undang- Undang Hukum 

Dagang (KUHD).2 

 

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji 

kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu.3 Dalam kontrak atau perjanjian pada umumnya janji-janji para 

pihak itu saling timbal balik, misalnya dalam perjanjian jual beli, tentu saja satu 

pihak menginginkan barang, sedangkan pihak lainnya menginginkan uang karena 

tidak mungkin terjadi jual beli kalau kedua belah pihak menginginkan hal yang 

sama.4 Contoh lain misalnya perjanjian tukar menukar, pihak pertama 

menginginkan benda (bergerak maupun tidak bergerak) yang dimiliki oleh pihak 

lainnya (counterparty), dan pihak kedua menginginkan benda yang dimiliki oleh 

pihak pertama tersebut. 

 

Hukum tentang perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang mana syarat 

sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: “1. sepakat mereka 

                                                           
1 Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominant di Indonesia 17 (Sinar Grafika, Jakarta, 2003). 
2 Mokhammad Najih & Soimin, Pengantar Hukum Indonesia 22 (Setara Press, Malang, 2012). 
3 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak 2 (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010). 
4 Id. 
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yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu 

hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal”.5 Pada praktiknya, kesepakatan diantara 

para pelaku bisnis seringkali diawali dengan tahap pra-kontrak yaitu Memorandum 

Of Understanding (MoU) atau Letter of Intent.6 Selain para pelaku bisnis, terdapat 

beberapa universitas di Indonesia juga telah membuat MoU sebelum menuju ke 

kontrak pokoknya.7 

 

MoU pada hakekatnya merupakan kesepakatan diantara para pihak untuk 

berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal 

tertentu yang belum pasti telah dapat dipastikan.8 MoU dibuat dalam rangka 

menyiapkan suatu hubungan bisnis yang kuat dan aman, atau suatu kontrak bisnis 

yang cermat dan lengkap. Kontrak yang akan terbentuk kedepannya lebih matang, 

setidaknya dapat mencegah dan menghindarkan para pihak dari risiko yang akan 

berdampak secara signifikan bagi para pihak. Dalam rangka itulah MoU 

dibutuhkan oleh para pihak yang melakukan transaksi bisnis.9 

 

Di Indonesia, belum ada pengaturan khusus mengenai MoU ini, tetapi agar MoU 

sebagai tahapan pra-kontraktual dapat memiliki kekuatan hukum mengikat 

selayaknya sebuah perjanjian, seluruh rumusan Pasal 1320 KUHPerdata haruslah 

dipenuhi. Perlu dipahami bahwa MoU dibagi menjadi 2 macam kedudukan, yaitu 

MoU yang bersifat kontrak, dan MoU yang tidak bersifat kontrak.10 Pembahasan 

yang akan dilakukan oleh penulis dalam tulisan ini adalah terhadap MoU yang tidak 

bersifat kontrak, yang berarti perlunya perjanjian lanjutan setelah penandatanganan 

MoU, maka MoU yang semacam ini bukanlah suatu kontrak karena sifatnya belum 

                                                           
5 R. Subekti, R. Tjitrosubidio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 339 (PT Balai Pustaka, Jakarta, 2014). 
6 Laboratorium Hukum FH. Unpar, Ketrampilan Perancangan Hukum 173 (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997). 
7Informasi pembuatan MoU diambil dari: https://www.itb.ac.id/news/read/56454/home/bersama-membangun-
pendidikan-lewat-penandatanganan-mou-antara-itb-dan-um, dan https://unand.ac.id/id/berita-
peristiwa/berita/item/723-penandatanganan-mou-antara-universitas-andalas-dan-an-giang-university (terakhir 
diakses tanggal 27 September 2018, pukul 10:00 WIB) 
8 IB. Wyasa Putra, Bali Dalam Perspektif Global 97 (Upada Sastra, Denpasar, 1998). 
9 Id., pada 99. 
10 Gerry Lintang (ed), Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan, vol 3, Lex 
Administratum. No.8, 142, 2015. 

https://www.itb.ac.id/news/read/56454/home/bersama-membangun-pendidikan-lewat-penandatanganan-mou-antara-itb-dan-um
https://www.itb.ac.id/news/read/56454/home/bersama-membangun-pendidikan-lewat-penandatanganan-mou-antara-itb-dan-um
https://unand.ac.id/id/berita-peristiwa/berita/item/723-penandatanganan-mou-antara-universitas-andalas-dan-an-giang-university
https://unand.ac.id/id/berita-peristiwa/berita/item/723-penandatanganan-mou-antara-universitas-andalas-dan-an-giang-university
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final.11 MoU tersebut walaupun telah memenuhi unsur esensialia, yang mana 

menurut Mariam Darus merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian 

dan merupakan sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta 

(constructieve oordel).12 Tetapi tetaplah perlu diuji keabsahannya berdasarkan 

Pasal 1320 KUHPerdata. Gita Nanda berpandangan bahwa dasar hukum 

pembentukan MoU terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya”.13 Tetapi menurut Penulis, Pasal 1338 KUHPerdata mengatur 

bahwa hanya perjanjian yang sah, berlaku sebagai undang-undang bagi 

pembuatnya. Sehingga MoU tidak dapat didasari oleh ketentuan pasal tersebut.  

 

Setelah perumusan MoU selesai dilakukan, sering terjadi adanya salah satu pihak 

memulai melakukan janji yang telah disebutkan dalam MoU tersebut padahal 

belum terdapatnya sebuah perjanjian yang mengikat antara para pihak. Hal tersebut 

tidak dapat digugat wanprestasi karena MoU tersebut tidak memenuhi unsur 

objektif yaitu unsur suatu hal tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Lantas 

pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kekuatan mengikat dari tahapan pra-

kontrak misal MoU, mengingat rumusan dalam MoU tidak memenuhi Pasal 1320 

KUHPerdata baik sebagian maupun seluruhnya.14 

 

Asas yang mendasari sebuah perjanjian antara lain asas pacta sunt servanda, asas 

itikad baik, dan asas kebebasan berkontrak. Tetapi tidak ada asas yang serupa 

dengan doktrin promissory estoppel yang terdapat dalam sistem hukum common 

law. Doktrin promissory estoppel memberikan perlindungan hukum yang 

mengharuskan pembuat janji untuk menepati janji yang telah dibuat. West's 

Encyclopedia of American Law menyebutkan pengertian promissory estoppel:  

                                                           
11 Id. 
12 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan 74 (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001). 
13 Gita Nanda Pratama (ed), Kekutan Hukum Memorandum Of Undestanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, 
vol 2, veritas et justicia. No.2, 423, 2016. 
14 MoU yang dimaksud adalah MoU yang tidak memenuhi unsur esensialia sebuah perjanjian, yaitu tidak diperjanjikan harga 
dalam MoU. 
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“In the law of contracts, the doctrine that provides that if a party 

changes his or her position substantially either by acting or forbearing 

from acting in reliance upon a gratuitous promise, then that party can 

enforce the promise although the essential elements of a contract are 

not present”.15  

Terjemahan bebas: 

Dalam hukum kontrak, doktrin yang menyatakan bahwa jika suatu 

pihak mengubah posisinya secara substansial baik dengan bertindak 

atau menahan diri dari bertindak dengan mengandalkan janji yang 

serampangan, maka pihak tersebut dapat menegakkan janji meskipun 

unsur pokok dari suatu kontrak tidak terpenuhi. 

 

Salah satu contoh kasus dalam penerapan doktrin promissory estoppel terdapat 

dalam kasus “London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd., (1947)” 

pengadilan memutuskan bahwa janji penggugat untuk mengurangi uang sewa 

mengikat, karena berdasarkan doktrin promissory estoppel suatu janji mengikat 

meskipun diberikan tanpa consideration.16 

 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan terdahulu, terdapat sebuah ketidakpastian 

hukum terhadap MoU dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, sehingga 

kerugian dialami oleh promisee apabila promisee telah melakukan tindakan 

pendahuluan terhadap hal yang dijanjikan dalam MoU dengan pihak promisor tidak 

dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut 

terkait permasalahan yang dijabarkan di atas dengan judul tulisan “PENERAPAN 

DOKTRIN PROMISSORY ESTOPPEL UNTUK PEMENUHAN JANJI 

DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DI INDONESIA”.  

 

                                                           
15 Jeffrey Lehman (ed), West's Encyclopedia of American Law, 2nd edition, The Gale Group, Inc., 2008. 
16 https://www.lawteacher.net/cases/london-property-trust-v-high-trees.php (terakhir diakses tanggal 17 November 
2018, pukul 22:00 WIB) 

https://www.lawteacher.net/cases/london-property-trust-v-high-trees.php
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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah 

terhadap daya ikat, dan perlindungan hukum bagi pihak yang membuat MoU yang 

tidak memenuhi unsur 1320 KUHPerdata, dan bagaimana pihak yang dirugikan 

dalam penyusunan MoU ini dapat menuntut kerugiannya. Hal ini penting untuk 

memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha yang telah dan/atau akan 

dirugikan akibat adanya MoU ini. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada orang 

yang pernah meneliti permasalahan ini. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan pertanyaan masalah 

sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat padanan doktrin promissory estoppel berdasarkan sistem 

hukum Indonesia yang dapat diterapkan sebagai dasar perlindungan hukum 

bagi pihak yang mengalami kerugian dalam tahapan pra-kontrak? 

2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang/badan yang dirugikan akibat 

adanya MoU sebagai tahapan pra-kontak di Indonesia? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari perumusan pokok masalah yang telah dikemukakan, karena setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pada prinsipnya memiliki tujuan yang 

hendak dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 

menemukan penyelesaian terhadap permasalahan yang sering terjadi pada fase pra-

kontraktual yaitu: 

1) Kepastian hukum bagi para pihak yang membuat MoU yang tidak memenuhi 

rumusan Pasal 1320 KUHPerdata. 

2) Menggambarkan apakah doktrin promissory estoppel dapat dipakai sebagai 

pedoman untuk membuat aturan yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi 

wanprestasi. 
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4. Metode Penelitian 

4.1. Sifat Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. 

Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah 

suatu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran/mendeskripsikan 

objek penelitian melalui data yang telah terkumpul.17 Hal yang dikumpulkan 

penulis berupa data sekunder yaitu, sumber, bahan, atau data tentang 

topik/isu/hal yang ditulis atau dibahas berdasarkan data primer berupa buku, 

jurnal maupun artikel terkait permasalahan yang diteliti.18  Data yang 

dijabarkan dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis, kemudian dari hal 

tersebut akan disimpulkan solusi/saran dari pandangan penulis sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap penerapan doktrin 

promissory estoppel yang dikenal di common law system dalam hukum 

kontrak di Indonesia. 

 

4.2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini juga mencakup metode pendekatan Yuridis Normatif dengan 

cara melakukan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas & 

doktrin hukum, penelitian perbandingan hukum, menemukan hukum untuk 

perkara in concreto, serta bahan-bahan hukum lain yang melatarbelakangi 

permasalahan yang akan dibahas. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan 

yuridis normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti 

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan 

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.19  

                                                           
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 29 (Alfabeta, Bandung, 2009). 
18 Elly Erawati, Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik 9 (Universitas 
Katolik Parahyangan, Bandung, 2011). 
19 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) 13-14 (Rajawali Pers, Jakarta, 
2001). 
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4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis melakukan penelitian yang lebih mengutamakan studi kepustakaan 

hukum dan produk hukum lainnya yang ada kaitannya dengan tahapan pra-

kontrak serta hukum kontrak. Dalam mencapai hal tersebut, penulis akan 

melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer misalkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder misalkan doktrin 

yang berkaitan dengan penelitian ini (promissory estoppel), serta bahan 

hukum tersier seperti black’s law dictionary. 

 

4.4. Jenis Data dan Teknik Analisa 

Setelah data telah terkumpul, penulis akan melakukan analisis secara 

kualitatif. Dengan demikian, Penulis akan melakukan pengumpulan 

peraturan, asas, doktrin, dan hal lainnya yang ada hubungannya dengan pokok 

permasalahan. Kemudian penulis akan melakukan analisa dengan cara 

deduktif.  

 

4.5. Sistematika Penulisan 

1. BAB 1: Pendahuluan 

2. BAB 2: Kedudukan Memorandum Of Understanding Di Indonesia 

3. BAB 3: Promissory Estoppel 

4. BAB 4: Penerapan Doktrin Promissory Estoppel Pada Tahap Pra 

Kontrak Di Indonesia 

5. BAB 5: Kesimpulan dan Saran 
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